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Paragraf 4

Penegakan Hukum

Pasal 10

(1) PIHAK PERTAMA mendukung PIHAK KEDUA dalam melaksanakan penegakkan

hukum di bidang kedokteran dan kesehatan .

(2) Dalam hal PIHAK PERTAMA menemukan dugaan tindak pidana di bidang

kedokteran dan kesehatan yang bukan menjadi kewenangannya makawajib

meneruskankepada PIHAK KEDUA untuk ditindaklanjuti dalam proses penegakan

hukum .

(3) Dalam hal PIHAK KEDUA menerima laporan dari masyarakat dan /atau menemukan

adanya dugaan tindak pidana di bidang kedokteran dan kesehatan maka wajib

berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA .

(4) PIHAK KEDUA menginformasikan perkembangan penyidikan kepada PIHAK

PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan AHLI kepada PIHAK PERTAMA dalam proses

penegakan hukum di bidang kedokteran dan kesehatan , selanjutnya PIHAK

PERTAMA wajib memenuhinya .



PENGERTIAN

PENYIDIK : Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh undang -undang untuk melakukan penyidikan

(Pasal 1 angka 1 UU NOMOR 8 TAHUN 1981 Tentang KUHAP)

PENYELIDIKAN : Serangkain tindkan penyelidik untuk mencari dan menemukan

suatu peristiwa yang diduga sebagi tindak pidana guna menemukan

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam

undan -undang (pasal 1 angka 5 KUHAP) .

PENYiDIKAN : adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang -undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang Terjadi dan guna menemukan Tersangkanya

(Pasal 1 angka 2 KUHAP) .

DOKTER : Dokter dan dokter gigi adalah dokter , dokter spesialis , dokter gigi , 

dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau

kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui

oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang -undangan . (Pasal 1 angka 2 

UU NOMOR 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran )
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1. PEMANGGILAN

(Pasal 7 (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 (1) (2), Pasal 113, 

Pasal 116 (3), Pasal 119 KUHAP);  

2.   PENANGKAPAN

(Pasal 1 butir 20, Pasal 5 (1) huruf b, Pasal 7 (1) huruf d, 

Pasal 11, Pasal 16 (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 (1) (2), 

Pasal 37 (1) (2), Pasal 102 (2) (3), Pasal 111 (1) KUHAP);

3.   PENAHANAN

(Pasal 1 butir 21, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal

20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29, Pasal

31, Pasal 123 KUHAP);

4.   PENGGELEDAHAN

(Pasal 1 butir 17 dan 18, Pasal 5 (1) huruf b, Pasal 7 (1) 

huruf d, Pasal 11 Pasal 32, Pasal 37, Pasal 33, Pasal 34 

Pasal 36 KUHAP);

5.   PENYITAAN

(Pasal 1 butir 16, Pasal 5 (1) huruf b angka 1, Pasal 7 

(huruf d, Pasal 14, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 38, 

Pasal 128, Pasal 129, Pasal 39, Pasal 131, Pasal 43, Pasal

44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 130 KUHAP). 
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